GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR o/y¢TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu
perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,
dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Sclatan, menetapkan perlunya perumusan
tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian
Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956  Jo.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang
Penetapan  Undang-Undang Darurat Nomor 10
Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat | Kalimantan Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Fahun _.’{)Ur Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pcrundzmg_-undangaﬁ
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 93);
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1'l. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu  Satu Pimﬁ
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat  Daerah  Provinsi Kalimantan  Selatan
Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016
Nomor 100);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI,
DAN URAIAN TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2.  Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyele;ngga:a
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.Gubernur adalah Gubernur

Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

1

S

Dipindai dengan CamScanner



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu vang
selanjutnya disebut Dinas  adalah perangkat daerah vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

6.  Sckretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

9. Seksi adalah seksi-seksi pada Bidang-bidang di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Selatan.

10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik
oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk
melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
melalui satu pintu.

n

BAB I
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 2

(1) Dinas mempunyai tugas mengoordinasi pelaksanaan urusan
pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu.

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu di daerah;

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengembangan
iklim penanaman modal;

c. koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat
menarik penanaman modal;

d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman
modal;

e. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya
alam;
f. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
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g koordinasi pelaksanaan pelayanan pengaduan, kebijakan dan
informasi: dan

h. pengelolaan kesekretariatan.

(3] Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)

(4)

(1)

(2)

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu di daerah;

b. mengoordinasikan  pelaksanaan  kebijakan  perencanaan dan
pengembangan iklim penanaman modal:

c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah
vang dapat menarik penanaman modal,;

d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman
modal;

e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam,;

f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;

g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pelayanan
pengaduan, kebijaka dan informasi;

h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

Sekretariat;

Bidang Perencanaan dan Pengembangan lklim Penanaman Modal;
Bidang Promosi Penanaman Modal;

Bidang Pengendalian Penanaman Modal,

Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial;

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi;

. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

S® Mmoo oR
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a
mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan
menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas PMPTSP;
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(3)

(4)

(1)

(2)

g [N"Il_'\'ll.‘-l..ll"liln program,  koordinasi, pembinaan  dan pengendalian
evaluasi dan pelaporan kegratan Dinas PMPPTSP;

Coobenyvusunan program,  Koordinasi, pembinaan  dan penpendalian
penvusunan angearan dan pengelolaan keuangan;

A penyusunan program, koordinasi, pembinaan  dan pengendalian
pengelolaan aset Dinas PMPTSP;

¢. penyusunan  program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

[. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan

g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan  pengendalian
pengelolaan administrasi kepegawaian,

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

a.  Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas PMPTSP;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas PMPTSP;

€. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan aset Dinas PMPTSP;

€. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

f.  menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

h. melaksanakan  tugas lain  sesuai dengan  bidang tugas
dan kewenangannya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan program, kegiatan, rencana anggaran, rencana Kerja,

evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan

dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagat

berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun program, kegiatan dan rencana
kerja Dinas PMPTSP;

b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
kinerja Dinas PMPTSP;

c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis Dinas PMPTSP;
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(1)

(2)

0.

menviapkan bahan dan mengevaluast program kegiatan,
menviapkan bahan dan menyvusun Laporan Akuntabilitas kinerja
Dinas PMPTSP;

menyviapkan bahan dan  menyusun Laporan Pertanggungjawaban
dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;

menviapkan bahan dan  melaksanakan kerja sama  penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas PMPTSP,

menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan
dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana
Tahunan Barang Unit;

menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan

akuntansi keuangan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan asct;
menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji
dan tunjangan;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja
dan pertanggungjawaban keuangan;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset; dan
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 avat (4) huruf b mempunyai tugas mengelola surat-menyurat,
ckspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat
dan Kkeprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi
kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,
hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi
dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas PMPTSP;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,
hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi
dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat
dan ekspedisi;

menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi
serta penghapusan arsip;

menyiapkan bahan, mengelola  fasilitas  kerumahtanggaan,
mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

menylapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

menylapkan bahan analisa dan ecvaluasi efektivitas organisasi dan

ketatalaksanaan;
| / e 2NN
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(1)

(2)

(3)

h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan dafiar
urut kepangkatan pegawai;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian  kinerja

pegawai;

J- menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;

k. menyiapkan bahan dan mengclola dokumen dan data kepegawaian;
I. menylapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;

m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 6

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4 huruf b mempunyai tugas
mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan
dan pengembangan penanaman modal.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian perencanaan modal daerah;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian kebijakan penanaman modal daerah;

C. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pengembangan iklim usaha di daerah;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian pengembangan usaha di daerah; dan

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pemberdayaan usaha di daerah.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan
dan pengembangan iklim penanaman modal daerah;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan perencanaan modal daerah;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan kebijakan penanaman modal daerah;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pengembangan iklim usaha di daerah;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pengembangan usaha di daerah,;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pemberdayaan usaha di daerah; dan

i
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(1)

(1

(2)

¢ melaksanakan  tugas lain  sesuai dengan  bidang  tugas dan
Kewenangannyii.

Bidang  Perencanaan  dan  Pengembangan  Iklim  Penanaman Modal
.-,rh.u-_"um.-mu dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

0. Seksi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal; dan

. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha.
Pasal 7

Seksi Perencanaan dan  Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana dan penerapan kebijakan penanaman modal daerah.

Seksi Perencanaan  dan  Kebijakan  Penanaman Modal dalam

melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan
rencana dan penerapan kebijakan penanaman modal daerah;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data potensi
sektor usaha dan kebijakan penanaman modal daerah;

c. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan
inventarisasi dan identifikasi potensi sektor usaha penanaman modal
daerah;

d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan
rencana penanaman modal daerah;

e. menyiapkan bahan dan membuat peta sebaran potensi sektor usaha
penanaman modal daerah;

[. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
penanaman modal daerah;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan daftar skala
prioritas sektor usaha penanaman modal daerah;

h. menyiapkan bahan dan menganalisis pemberian insentif dan
pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria perencanaan dan kebijakan penanaman modal daerah;

J. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana
penanaman modal daerah;

k. menylapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan
penyusunan rencana dan penerapan kebijakan penanaman modal
daerah;

l. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kinerja kegiatan
penyusunan rencana dan penerapan kebijakan penanaman modal
daerah; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

{
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1)

Pasnl 8

(T Selea Penpembangan dan Pemberdayaan Usaha sebagaimana dimaksud
dataome Pasadl o ayar () huaral b omempunyar tugas  melaksanakan
dhin memberikan [l serta SUPCrvis pengembangan

din pemberdayaan usali,

() Seksr Penpembanpgan dan Pemberdayaan Usaha dalam melaksanakan
tugas sebagaunana dimaksad pada ayat (1) mempunyai uraian  tugas
sechigran benkut:

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan

dan pemberdayaan usaha,

b menpumpulkan,  mengolah,  menganalisis  dan menyajikan  data
pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi di daerah;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan
dan Pemberdayaan  scktor usaha  mikro, kecil, menengah, besar

dan koperasi;

d. menyiapkan  bahan  dan  melaksanakan  inventarisasi  serta
identifikasi sektor usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi
di daeralr;

¢. menyiapkan bahan dan  melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi
serta supervisi pengembangan dan Pemberdayaan sektor usaha mikro,
keeil, menengah, besar dan koperasi di dacrah,;

[, menyiapkan  bahan dan  melaksanakan fasilitasi dan  supervisi
pengembangan  dan Pemberdayaan  sektor usaha mikro, kecil, ,
menengah, besar dan koperasi di daerah,;

g. menyiapkan  bahan dan  melaksanakan fasilitasi dan supervisi
pengembangan dan pemberdayaan jaringan permodalan
dan pembiayaan  scktor usaha mikro, kecil, menengah, besar
dan koperasi;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
peningkatan  peran  dan  pemberdayaan badan usaha dalam
penanaman modal;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi
dan supervisi peningkatan daya saing penanaman modal daerah;

j.  menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur _
dan kriterin pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha mikro, |
kecil, menengah, besar dan koperasi; |

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit  kerja  dan  instansi  terkait dalam pengembangan i
dan pemberdayaan sektor usaha;

I.  menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan Evaluasi
kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha;

m. menylapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan
pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha; dan

n. melaksanakan  tugas lain  sesuai dengan  bidang  tugas
dan kewenangannya. l
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Bagian Keempal

Bidang Promosi Penanaman Modal
Pasal 9

(1) Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah.

(2) Bidang Promosi Penanaman Modal dalam  melaksanakan  tugas
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinann, pengaturan
dan pengendalian penyediaan dan pengembangan sarana promos
penanaman modal daerah;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian penyediaan dan  pengembangan  prasarana
promosi penanaman modal daerah;

Cc. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian promosi penanaman modal dacrah; dan

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian penyelenggaraan  dan pengembangan  promosi
penanaman modal daerah.

(3) Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan  tugas
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas schagai

berikut:
a. menyusun bahan perumusan kebijakan tcknis promosi penanaman
modal;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan sarana promosi
penanaman modal daerah;

Cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan prasarana
promosi penanaman modal daerah;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan promosi penanaman modal daerah;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan penyelenggaraan dan pengembangan promosi
penanaman modal daerah; dan

f. melaksanakan tugas lain  sesuai dengan  bidang  tugas
dan kewenangannya.

(4) Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
b. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

]
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Vanal 101

(1) Sekea Penpembangan VPromaon Pensrcanan Maodal sebagaimana dimaksod
dabivn Pasal 9 ayar () hooal o mempanyar bagan melnbkuanakan,
mcmbertkan bunbiopan teloneg membeolamn Tsbiban dan menpanalingg
datn |‘l'l.'l}"'II'IILIIII".III jrrerinionl |1"|l-‘ll|:l|ll-‘lll lllljlhll |'-'I"lilh

() Seken Pengembanpgan Promoss Penanaman Modal dalam melaksanakian
tupas sebaganmana dunaleaad pada ayat (1) mempunyan araan tugias
sehagia bendaat
in llu'll\m]\lmu hahan dan menyunun rencana kepintan penpembangan

PrOTNOST PN modnl;

b menpumpulkan, mengolah,menganadising dan  menyapkan  data
Kegintan promosi penanaman mocdal dacrah;

Coomenypkan bhahan dan Menyunsin petunjuk teknis
penyelengraraan PTOIMOSE PENETTINTN modal daerah;

d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan
promost penanaman modal daerah;

¢, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program promaosi
penanaman modal dacrah,;

f. menyviapkan  bahan  dan  menyelenpparakan  promosi  penanaman
modal dacrah;

g, menyinpkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan
supervisi penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;

h. menyiapkan  bahan  dan  melaksanakan  fasilitasi dan supervisi
pengembangan  luasan dan jaringan  kemitraan  penyclenggaraan
promosi penanaman modal daerah;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi
dan supervisi pengembangan promosi penanaman maodal daerah;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan
supervisi pengembangan  luasan, jangkauan dan sasaran  promosi
penanaman modal daerah;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur
dan kriteria promosi penanaman modal,

l.  menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan penyelenggaraan
dan pengembangan promosi penanaman modal daerah;

m. menyiapkan  bahan  dan  melaksanakan  pemantauan  kegiatan
penyelengegaraan  dan  pengembangan  promosi penanaman  modal
daerah;

n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan
dan pengembangan promosi penanaman modal daerah; dan

o. melaksanakan  tugas  lain sesuai dengan bidang  tupgas
dan kewenangannya.

Pasal 11

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan
dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan
dan desain sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah.,

Y/ a2
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J)

Sekal s Saranan dan Prasarana Promost Penanaman Modal  dalam
melaksanakan tugas sebaganmana dimaksad pada ayat (1) mempunyin
triman tugas sebapga benkut

A memviapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan  penyiapan
fancang bangun sarana dan prasarana promost penanaman  modal
daecrah,

b mengumpulkan, mengoelah, menganalisis dan menyajikan data sarana
dan prasarana promos: penanaman modal daerah;

¢ menyviapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rancang bangun
dan desam sarana dan prasarana promosi penanaman modal dacrah;

d menyviapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan rancang
bangun dan desain sarana dan prasarana promosi penanaman modal
dacrah;

¢, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan rancang bangun
dan desain sarana dan prasarana promosi penanaman modal dacrah;

[, menviapkan bahan dan  melaksanakan  penyiapan  media  promosi
penanaman modal dacrah;

g menyiapkan  bahan  dan  melaksanakan  pengembangan  jaringan
Kemitraan  penyedinan sarana dan prasarana promosi penanaman
modal dacrah;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan publikasi dan distribusi
sarana promosi penanaman modal daerah;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi
dan supervisi penyedinan sarana dan prasarana promosi penanaman
modal daerah;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur
dan kriteria sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kajian kegiatan penyediaan
sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;

l.  menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan
penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;

m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyediaan sarana
dan prasarana promosi penanaman modal daerah; dan

n. melaksanakan  tugas  lain sesuai  dengan  bidang  tugas  dan
kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Penanaman Modal

Pasal 12

Bidang Penpendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina,
dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengawasan
dan pembinaan kegiatan penanaman modal.

Biudang Pengendahan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan (fungsi:
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(4)

(1)

(2)

- 14 -

a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman
modal daerah;

b. penvusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman
modal daerah; dan

c. penyusunan  program,  koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan penanaman modal
daerah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

Bidang Pengendalian Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian
pelaksanaan penanaman modal daerah;

b. menvusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,

dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman
modal daerah;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,

dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman
modal daerah;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, wmengatur,
dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan kegiatan penanaman
modal daerah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman
modal; dan

e. melaksanakan tugas lain  sesuai

dengan  bidang tugas
dan kewenangannya.

Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud pada avat (1) terdiri atas:

a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal; dan

b. Seksi Pembinaan Penanaman Modal.
Pasal 13

Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas

melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan penanaman modal
daerah.

Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan. bahan dan menyusun rencana kegiatan kajian teknis
dan  desain serta pengembangan informasi pemantauan
dan pengawasan kegiatan penanaman modal daerah;

b. mer}gumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah:

G merj:yiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan
kegiatan penanaman modal daerah;

d.

mem’iapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengawasan
kegiatan penanaman modal daerah;
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(1)

(2)

h.

0,

menyiapkan hahan dan melnksanakan invenlarnsas dan dentifikas
sektor unahn penanaman modal daerah;

menytapkan hahan dan melaksanakan pemantauan tingkat kepatuhan
selktor usaba penanainan modal daerah;

menytapkan  bahan, melnksanakan  inventarisasi dan menyusun
laporan  pengawasan kepatuhan  scktor usaha  penanaman modal
daecrah,

menyiapkan  bahan dan  melaksanakan inventarisasi
pemenuhan kewajiban scktor usaha penanaman modal dacrah;
menyiapkan bahan dan melaksanakan  inventarisasi  penyimpangan
kegiatan scktor usaha penanaman modal dacrah;

menyiapkan bahan dan menyusun japoran penyimpangan kegiatan
seklor usaha penanaman modal dacrah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan
sektor usaha penanaman modal dacrah;

menyiapkan  bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur

dan kriteria pemantavan dan pengawasan sektor usaha penanaman
modal daerah;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan

kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pemantauan
dan pengawasan scktor usaha penanaman modal daerah;
menyiapkan bahan  dan  melaksanakan kegiatan

pemantauan
dan pengawasan scktor usaha penanaman modal daerah;

menyiapkan  bahan  dan  menyusun laporan kinerja
pemantauan
daecrah; dan

kegiatan
dan pengawasan scktor usaha penanaman modal

melaksanakan  tugas  lain  sesuai

dengan  bidang  tugas
dan kewenangannya.

Pasal 14

Seksi Pembinaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam

asal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
kegiatan penanaman modal dacrah.

Seksi Pembinaan  Penanaman  Modal

dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut: -

d,

d.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kajian teknis

dan desain serta pengembangan informasi pembinaan pelaksanaan

penanaman modal daerah;

mcpgumpulkun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data

kegiatan pelaksanaan penanaman modal daerah;

menyiapkan  bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan

pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha

dan wilayah;

mt:nyliupkﬂn bahan dan melaksanakan inventarisasi

dan identifikasi data kegiatan pelaksanaan penanaman modal daerah,
. r

menyiapkan  bahan  dan  melaksanakan pembinaan, bimbingan

teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan kepatuhan pemenuhan
kewajiban sektor usaha penanaman modal daerah;
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(1)

(2)

e

[ menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan
tekmis, fasilitasi dan  supervisi  eliminasi penyimpangan kegiatan
scktor usaha penanaman modal daerah;

g. menyiapkan  bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian
permasalahan yang dihadapi pelaku usaha;

h. _munyinpkun bahan dan melaksanakan fasilitasi percepatan realisasi
imvestasi proyek;

. menylapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur
dan kriteria kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

J. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan kegiatan
pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha
dan wilayah;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan
pelaksanaan  penanaman modal berdasarkan sektor usaha
dan wilayah;

. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan
pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha
dan wilayah; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan  bidang tugas
dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 15

Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelayanan perizinan
dan non perizinan dibidang perizinan ekonomi dan sumber daya alam
meliputi kehutanan, lingkungan, energi dan sumber daya mineral,
kelautan dan perikanan, pertanian sektor peternakan dan sektor
perkebunan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan pariwisata.
Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang

kehutanan;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
lingkungan;

Cc. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
energi dan sumber daya mineral;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
kelautan dan perikanan,;
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penyvusunan program, koordinas, pembinaan, pengaturan
dan pengendaban pelavanan  perizinan dan non penmnnan  hdang
periaman sckior peternakan dan sektor perkebunan;

penyvusunan progrim, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelavanan  perizinan dan non penzinan bidang
perdagangan,

penyusunan program, koordinasa, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian pelavanan penzinan dan non perininan  bidang
perindustrnian,

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendahan pelayanan penizinan dan non perizinan hidang
Koperasi, dan

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelayanan penzinan dan non penzinan bidang
parwisata.

Bidang Penzinan Ekonomi dan Sumber Dava Alam dalam melaksanakan
tupas sebagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyal uraian tugas
sebagu benkult:

a.

b.

d.

-

menyvusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non
pernzinan bidang ekonomi dan sumberdaya alam,;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
kehutanan,;

menyusun  program,  mengoordinasikan, membina, mengatur
dan  mengendalikan  pelayanan  perizinan dan  non  pernizinan
bidang lingkungan;

menvusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelavanan perizinan dan non perizinan bidang
energl sumberdaya mineral;

menyvusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
kelautan dan pernikanan;

menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
pertanian sektor peternakan dan scktor perkebunan;

menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
perdagangan;

menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
perindustrian;

menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelavanan perizinan dan non perizinan bidang
koperasi;

menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
parnwisata; dan

melaksanakan tugas lain sesual dengan bidang tugas
dan kewenangannya.
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() Bidang  Perizinan Ekonomi dan  Sumber Daya  Alam  sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan

b Sckst Perizinan Ekonomi.

Pasal 16

(1) Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebagaimana
dalam Pasal 15 ayat (4) hurufl a mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan
dan Sumber Daya Alam meliputi kehutanan, lingkungan dan energi
dan sumberdaya mineral.

(2) Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
uratan tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan
administrasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan,
lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permochonan
perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan,
dan Energi dan sumber daya mineral;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen
kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang
kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi
perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan,
dan Energi dan sumber daya mineral;

¢. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi
kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang
kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral,

[. menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan
permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan,
lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;

g. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan
dan non perizinan bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan
sumber daya mineral;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan
perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan
Energi dan sumber daya mineral;

i. menyiapkan bahan dan memproses pencabutan dan pembatalan
dokumen perizinan dan non perizinan bidang kehutanan, lingkungan,
dan Energi dan sumber daya mineral,

j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan
dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi
dan sumber daya mineral,

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur
dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang
kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral,
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mrnyiapkan bahan dan melaksanakan kena sama dengan

sdanunt kena dan nstans: terkait dalam  pelavanan periznan
n pon perimnan di dang kehutanan., Ingkungan, dan Energ
lan sumber dava mineral

m menviapkan bahan dan melaksanakan pemantauan  pelavanan
;: rnanan dan non periminan di idang  kehutanan, lingkungan,
lan Energi dan sumber dava mineral;

n menyiapkan bahan dan menvusun laporan  kinerja pelayanan
penmnan dan non penzinan di idang kehutanan, Lngkungan,
dan Enerm dan sumber daya mineral; dan

o melaksanakan tugas lain sesual dengan bidang tugas
dan kewenangannya.

Pasal 17

Scksi Pernizanan Ekonomi sebagnimana dalam Pasal 15 avat (4) huruf b
mempunyar  tugas  melaksanakan  pelavanan  administrasi  penizinan
dan non pernizinan di bidang Ekonomt meliputi kelautan dan  perikanan,
pertanan scktor  peternakan  dan  sektor  perkebunan, perdagangan,
penndustrnan, koperast dan pariwisata.

Sekst Penizinan  Ekonomi  dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan
pelavanan  admunistrasi perizinan dan non perizinan di bidang
Relautan dan Penkanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor
Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;

b. menyviapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas
permohonan pernizinan dan non perizinan di bidang Kelautan
dan Penkanan, Pertanian Scktor Peternakan dan sektor Perkebunan,
Perdagangan, Perindustnan, Koperasi dan Pariwisata;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan  verifikasi  dokumen
kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang
Relautan dan Penikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor
Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;

d. menviapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi
perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Penkanan,
Pertamian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan,
Perindustnan, Koperasi dan Panwisata;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta
klanfikas: kelavakan permohonan perizinan dan non perzinan
di bidang Kelautan dan Penkanan, Pertanian Sektor Peternakan
dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi
dan Panwisata;

f. menviapkan bahan dan memproses penolakan atau

persetujuan permohonan pernizinan dan non perizinan di bidang

Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan scktor

Perkebunan, Perdagangan, Perindustnan, Koperas: dan Panwisata,

menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen peruzinan

dan non perizinan bidang Kelautan dan Perikanan, Pertaman Sektor

Petermakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustnan,

Koperas: dan Paniwisata,
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h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan  pelaksanaan
perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Penikanan,
Pertanian Sektor Pcternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan,
Perindustrnian, Koperasi dan Pariwisata;

1. menyiapkan bahan dan  memproses pencabutan dan pembatalan
dokumen perizinan dan non perizinan bidang Kelautan dan Perikanan,
Pertanian Sektor Peternakan dan scktor Perkebunan, Perdapgangan,
Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;

j. menyilapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan
non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor
Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Pariwisata,

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur
dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan
dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan,
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;

I. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan
satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan
non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor
Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Pariwisata;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan
perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan,
Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;

n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan
perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan,
Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata; dan

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas
dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial

Pasal 18

Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas mengoordinasikan, membina,

dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang

perizinan infrastruktur dan sosial meliputi, sektor perhubungan,

pekerjaan umum  dan penataan ruang, pertanahan, pendidikan,

kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian.

Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
perhubungan;
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openyusunan program, koordimnasi, pembinaan, pengaturan
dan penpendalion pelayanan perizinan  dan non perizinan  bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang;

C. penyusunan program, koordinasr, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian pelayanan penizinan dan non  perizinan  bidang

pertanahan;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturian
dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
pendidikan;

C.  penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian  pelayanan perizinan dan non  perizinan bidang
keschatan:

.  penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
tenaga kerja;

g£. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan
bidang sosial;

h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
kearsipan; dan

i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
penelitian.

(3) Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non
perizinan bidang infrastruktur dan sosial;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
perhubungan;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
lingkungan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
energi sumberdaya mineral;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
kelautan dan perikanan;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
perdagangan;

h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
perindustrian;
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(1)

I menyusun program, mengoordimasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
koperas;

. menyvusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
pariwisata; dan

k. melaksanakan tugas lain sesual dengan bidang tugas
dan kewenangannyi.

Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial scbagaimana dimaksud pada

avat (1) terdiri atas:

a. Scksi Perizinan Sosial; dan

b. Seksi Perizinan Infrastruktur.

Pasal 19

Seksi Perizinan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4)
huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi
perizinan dan non perizinan di bidang Sosial meliputi pendidikan,
kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian.

Seksi Perizinan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan
pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang
Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;

b. menyiapkan bahan dan  melaksanakan  verifikasi  berkas
permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan,
kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen
kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang
Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi
perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga
kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta Klarifikasi
kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang
Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;

f. menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan
permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan,
kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;

g. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan
dan non perizinan bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial,
kearsipan dan penelitian;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan
perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga
kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;

1. menyiapkan bahan dan memproses pencabutan dan pembatalan
dokumen perizinan dan non perizinan bidang Pendidikan, kesehatan,
tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
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I menyiipkan bahan  dan menyusun  laporan realisasi penizinan
dan non  penzinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja.
sosial, kearsipan dan penelinan;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur
dan  kriteria pelayanan  perizinan dan non penizinan di  bidang
Pendidikan, keschatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan peneliuan;

|, menyiapkan  bahan  dan  melaksanakan kerja sama dengan
satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan
non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kena, sosial,
kearsipan dan penelitian;

m. menyiapkan bahan dan  melaksanakan  pemantauan pelayanan
perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga
kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;

n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja  pelavanan
perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga
kerja, sosial, kearsipan dan penelitian; dan

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 20

(1) Seksi Perizinan Insfrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi
perizinan dan non perizinan di bidang Infrastruktur meliputi sektor
perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan.

(2) Seksi Perizinan Insfrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai benikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan
administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan,
pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;

b. menyiapkan  bahan dan  melaksanakan  verifikasi  berkas
permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan,
pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen
kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang
Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
dan pertanahan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi
perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum
dan penataan ruang, dan pertanahan;

e. menyiapkan bahan dan  melaksanakan  konfirmasi  serta
klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan
di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
dan pertanahan;

f. menylapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan
permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan,
pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;

g. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan
dan non perizinan bidang Perhubungan, pekerjaan umum
dan penataan ruang, dan pertanahan;

/7/,4?(/ \xk
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(1)

(2)

(3)

h menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan
penzinan dan non penzinan di bidang Perhubungan, pekejaan umum
dan penataan ruang, dan pertanahan;

. menyiapkan  bahan dan  memproses pencabutan dan pembatalan
dokumen penizinan dan non penzinan bidang Perhubungan, pekenaan
umum dan penataan ruang, dan pertanahan;

). menyiapkan  bahan  dan  menyusun  laporan realisasi penanan
dan non  perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum
dan penataan ruang, dan pertanahan,;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur
dan kriteria pelayanan penzinan dan non perizinan di bidang
Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
dan pertanahan,

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan
satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelavanan perizinan
dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum
dan penataan ruang, dan pertanahan;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelavanan
pernizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan. pekerjaan umum
dan penataan ruang, dan pertanahan;

n. menylapkan bahan dan menyusun laporan kinera pelayanan
perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum
dan penataan ruang, dan pertanahan; dan

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan  bidang tugas
dan kewenangannya.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi

Pasal 21

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g mempunyai tugas mengoordinasikan.
membina, dan mengendalikan pelaksanaan penanganan pengaduan,
konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan lavanan dan
informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non
perizinan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi,  pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelaksanaan penanganan pengaduan, konsultasi,
penyusunan kebijakan dan pengembangan layvanan terpadu perizinan
dan non perizinan; dan

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelaksanaan pengembangan data dan informasi
penanaman modal dan pelayanan terpadu penzinan dan non
perizinan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada avat (1} mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

PARAF SKI'D PEMRAARSA
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(4)

(1)

(2)

nmenyusun bahan  perumusan kebyokon telans penangannm
pengaduan, konsultas, penyusunan kebgolan dan pengemmbonpan
lavanan dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpacdi
pernzinan dan non perizinan,

b menyusun  program,  mengoordinasikan,  membinn,  mengatur,
dan mengendalikan pelaksanaan penpembangan data dan informns
penanaman  modal dan pelayanan  terpadu periziman dan non
perizinan; dan

. melaksanakan tugas lnin S5 dengan bidang  tupan
dan kewenangannya.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi sebapaimana dimabodd parcdn

ayat (1) terdiri atas:

a. Sekst Kebijakan, Hukum dan Layanan Pengaduan; dan

b. Scksi Data dan Informasi.

Pasal 22

Seksi Kebijakan, Hukum dan Layanan Pengaduan sebhapaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (4) hurul a mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan kebijakan, konsultasi, fasilitasi advokasi, penanganan
pengaduan dan pengembangan layanan terpadu  perizinan dan  non
perizinan.

Seksi Kebijakan, Hukum dan Layanan Pengaduan dalam melaksanakan

tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

a. melaksanakan administrasi pengaduan dan konsultasi layanan dalam
penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

b. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan dan konsultasi
layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non
perizinan;

c. merencanakan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan dalam
penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

d. mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan dan  konsultasi
layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan
terpadu perizinan dan non perizinan,

e. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan dan konsultasi
layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non
perizinan,

f. menganalisis dan merumuskan data permasalahan penanganan
pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan
terpadu perizinan dan non perizinan;

g. memonitoring dan mengevaluasi data penanganan  pengaduan
dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu
perizinan dan non perizinan;

h. mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan
dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan  non
perizinan;

1. membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut
pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelengpgaraan
pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan,

S ——
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(1)

(2)

I menyvusun laporan penanganan pengaduan dan konsultasi livanan
penvelenggaraan pelavanan terpadu perizinan dan non pr:n.'.m.ul;

k. menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait
dengan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan serta bahan
penvuluhan kepada masvarakat;

I. merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan
terkait dengan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

m. mengumpulkan dan menganalisis bahan Kkebijukan (peraturan
perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan
advokasi penyelesaian sengketa pelayanan terpadu perizinan dan non
perizinan;

n. mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan
kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan
dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi
dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan terpadu
perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

0. mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait
pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam
penyelesaian sengketa pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

p. pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

q. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan
administrasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan,;

r. menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta
advokasi layanan terkait dengan pelayanan terpadu perizinan dan non
perizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah;

s. menyiapkan data dan bahan serta menyusun pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (sop,
sp, spm dan mp), dan inovasi pelayanan terpadu perizinan dan non
perizinan;

t. menyiapkan bahan dan melaksanakan Kkerja sama dengan
satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan kebijakan,
fasilitasi advokasi dan penanganan pengaduan layanan penanaman
modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan

u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas
dan kewenangannya.

Pasal 23

Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4)

huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan data

dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan
non perizinan.

Seksi Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyvajikan data
dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan
non perizinan,

b. melakukan verifikasi/validasi data dan informasi penanaman modal
dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan,
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d.

melakukan  pengolahan  data dan  pelaporan  penanaman  modal
dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

melakukan analisa perkembangan data dan informasi  penanaman
modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

melakukan  evaluasi  data dan  informasi  penanaman  modal
dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

melakukan  pembangunan dan  pengembangan  sistem  informasi
penanaman  modal dan  pelayanan terpadu  perizinan  dan  non
perizinan;

melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman
modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana
infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan
administrasi  serta peningkatkan layanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

merumuskan dan memectakan data dan bahan pelaporan yang
meliputi; pengembangan, pengendalian, inovasi pelayanan penanaman
modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

menyusun laporan data dan informasi yang meliputi; inovasi dalam
penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu
perizinan dan non perizinan pada sistem teknologi informasi (secara
elektronik);

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan
satuan/unit kerja dan instansi terkait data dan informasi penanaman
modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan
melaksanakan tugas lain  sesuai dengan bidang tugas
dan kewenangannya.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 24

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf h diatur
kemudian dengan Peraturan Gubernur.

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4)
huruf i mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 26

Kelc : . .
d-:ll-(i’m?(')k l‘.Jabman Fungsional dimaksud dalam Pasal 25 terdin
kt-l ht‘_][fl’n ah tenaga d:‘xlam jenjang fungsional yang terbagi dal:
clompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya o cm
S ‘ .: ? e %
d;;:r;pp:(rfltzln;goz_iabaégn F}.]Lngsmnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
' Ikoordinasikan oleh seoarang tenaga fi i seni
yang ditetapkan oleh Gub RO e
EEE & subernur dan bertanggung jawab kepada Kepala

Jumlah dan jenis jabatan fungsi 5 i i
. s jabhe gsional sebagaimana dimaksud
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. paca)

Jems,’ jenjang, tugas dz?n rincian tugas masing-masing Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Masing-masing sub bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Masing-masing secksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Secksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing
Kepala Bidang.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur

Kalimantan Selatan Nomor 0136 Tahun 2017 tentang
Dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelay_ranb
Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi

Tugas Pokok, Fungsi
an Terpadu Satu Pintu
Kalimantan Selatan

Tahun 2017 Nomor 136) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

= \Jf SKPD @ LATLARL
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Pasal 29
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur i dengan  penempatannya  dalam  Berita Dacrah  Provinsi
Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
.

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

Y RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR
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